






A. Latar Belakang Masalah 
 Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan; 
Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 
perikatan mulai diwajibkan apabila debitur,  setelah dinyatakan lalai 
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika  sesuatu yang  harus  
diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  dapat diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  
dapat  diberikan  atau  dibuat  dalam  tenggang waktu yang telah 
dilampaukannya.  
Dalam dunia pengangkutan yang tidak lepas dari sebuah perjanjian, 
tidak dapat dipungkiri bahwa dapat terjadi kelalaian yang mengakibatkan 
cideranya perjanjian sebelumnya. Dalam melaksanakan kegiatan pengiriman 
bukanlah  hal yang tidak mungkin apabila terdapat hambatan yang akhirnya 
menimbulkan kerugian baik bagi penyelenggara jasa maupun pengguna jasa. 
Kerugian tersebut bukan semata kesalahan maupun kelalaian dari pihak 
pengangkut saja melainkan dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian 
dari pengguna jasa itu sendiri. Kelalaian yang dilakukan oleh pihak-pihak 
yang sudah bersepakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakati disebut Wanprestasi. Dapat dikatakan 




kewajibannya, atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak 
seperti yang telah diperjanjikan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa 
timbulnya kerugian bukan hanya disebabkan oleh pihak pengangkut 
melainkan dapat juga disebabkan oleh pengguna jasa, hal ini yang menjadi 
faktor kemungkinan bahwa adanya perbedaan dalam penyelesaian masalah 
atau penggantian kerugian.  
Pengangkutan merupakan suatu proses kegiatan memuat barang atau 
penumpang ke dalam alat pengangkutan membawa barang/penumpang dari 
pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang/penumpang dari alat 
pengangkutan ke tempat yang di tentukan. Tujuan pengangkutan sendiri 
adalah untuk memindahkan suatu barang/penumpang dari suatu tempat ke 
tempat tertentu. Dalam melaksanakan pengangkutan tentu saja dibutuhkan 
sarana angkutan yaitu perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke 
tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.1 
Pengangkutan sendiri khusunya pengangkutan pada barang diatur dalam 
Kitab Undang-Undan Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Dengan semakin 
berkembangnya kebutuhan masyarakat maka disitulah masyarakat 
membutuhkan proses pengangkutan yang lebih cepat dan aman bagi barang 
yang akan mereka kirim. Hal tersebut membuat banyak perusahaan yang 
bergerak dibidang penyelenggara jasa berlomba-lomba untuk memberika 
fasilitas pelayanan terbaik dan terdepan.  
 




Perusahaan yang bergerak dibidang penyelenggara jasa ini tidak hanya 
berasal dari perusahaan milik Negara, melainkan juga milik swasta. Adanya 
perusahaan yang bergerak dibidang penyelenggara jasa milik Swasta ini 
untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal 
pengiriman barang. Jasa pengiriman barang merupakan jasa yang diberikan 
kepada para pengguna jasa untuk melakukan pengiriman barang maupun 
dokumen. Dalam melaksanakan pengiriman barang melibatkan beberapa 
pihak yaitu pengangkut, ekspeditur, dan perusahaan penyelenggara. Secara 
hukum, pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi (ekspeditur) atas 
permintaan dari si pengirim barang untuk mengirimkan suatu barang tertentu 
agar disampaikan kepada si penerima barang. 
Terdapat beberapa jenis kerugian yang disebabkan kelalaian atau 
kesalahan penyedia jasa. Seperti contohnya peristiwa dimana barang ada 
padanya (kurir) saat proses pengiriman, maka itu merupakan tanggung jawab 
dari pengangkut yang berada dibawah naungan penyedia jasa kepada 
pengguna jasa. Seorang yang berprofesi kurir harus tanggung jawab dan 
cekatan serta menghargai waktu. Jika seorang kurir tidak bisa bersikap 
cekatan dan menghargai waktu maka akan banyak alamat yang terlewat. Hal 
ini dikarenakan pengiriman barang ke alamat tujuan di lapangan tidaklah 
semudah dan semulus yang selalu diharapkan.Sebelum kurir mengantarkan 
barang, ia terlebih dahulu mendapatkan arahan oleh pihak ekspedisi tentang 
daerah mana dan jam berapa paket tersebut harus ditujukan. Hal ini sudah 




terjadi perikatan yang lahir dari perjanjian pengiriman barang. Maka 
sebaiknya orang yang berprofesi kurir ini sudah mempersiapkan alamat 
bahkan bila perlu mempelajari peta wilayah yang belum pernah dia kunjungi 
sebelumnya dan memperkirakan lama perjalanan sehingga bisa mengantarkan 
paket dengan tepat waktu.  
Terdapat kejadian yang tidak terduga saat kurir menyampaikan paket 
menuju tempat tujuannya, salah satunya seperti salah alamat atau alamat tidak 
lengkap. Kurir terkait tidak bisa menemukan alamat yang dituju karena 
alamat tidak disebutkan secara lengkaplah yang menjadi salah satu faktor 
pengiriman tertunda. Seperti yang dialami oleh salah satu konsumen PT. JNE 
Cabang Malang bahwa paketnya tidak segera diantar dengan status tracking 
“Alamat Salah Antar”. Status tersebut bertahan 2 hari sampai akhirnya 
konsumen tersebut datang ke kantor JNE Cabang Malang dan menanyakan 
keberadaan dari paket tersebut. Pihaknya mengatakan bahwa barang sedang 
dibawa oleh kurir, kemungkinan dibawa pulang terlebih dahulu karena tidak 
menemukan alamat. Kasus lain dialami konsumen dari PT. JNE Cabang 
Malang yang sebelumnya sudah mempunyai perjanjian pengiriman dengan 
pihak ekspedisi bahwa barang akan tiba di rumah konsumen dengan estimasi 
pukul 13.00. Namun pada waktu itu hujan turun sangat deras sehingga 
konsumen berpikir bahwa paket mungkin tidak dapat sampai dengan tepat 
waktu, maka dari itu konsumen memutuskan untuk pergi. Kurang lebih pukul 
15.00 hujan sudah reda sehingga kurir melanjutkan perjalanannya untuk 




dan tidak ada satupun yang membuka pintu sehingga pihak kurir tidak berani 
untuk meninggalkan paket tersebut dan membawanya pulang. 
Dari latar belakang tersebut penulis terdorong membahas hal-hal yang 
berkaitan dengan beberapa kejadian yang menimbulkan wanprestasi dalam 
perjanjian pengiriman barang, khususnya dalam hal pertanggungjawabannya. 
Hal-hal yang telah dijabarkan diatas menandakan bahwa kelalaian atau 
kesalahan bukan semata-mata dilakukan oleh penyelenggara jasa saja 
melainkan dapat dilakukan oleh kurir maupun pengguna jasa juga. Maka 
dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan 
judul : WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG 
MELALUI JASA EKSPEDISI (Studi di PT.JNE Cabang Malang) 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Apa saja bentuk dan jenis wanprestasi dalam perjanjian pengiriman 
barang melalui jasa ekspedisi PT. JNE Cabang Malang? 
2. Bagaimana pertanggungjawaban penyelesaian wanprestasi dalam 
perjanjian pengiriman barang melalui ekspedisi PT. JNE Cabang 
Malang? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui apa saja bentuk dan jenis wanprestasi dalam 




2. Untuk mengetahui bagaiamana pertanggungjawaban dari penyelesaian 
wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang melalui ekspedisi. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Sebagai syarat kelulusan dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Malang serta menjadi kesempatan 
untuk menuangkan apa yang telah dipelajari selama berada di bangku 
perkuliahan. 
2. Bagi Akademisi 
Diharapkan dapat menambah wawasan bagi kalagan mahasiswa yang 
ingin mengetahui dan mendalami Hukum Perjanjian dan Hukum 
Pengangkutan baik teori maupun contoh kasusnya. 
3. Bagi Masyarakat 
Diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran 
hukum agar masyarakat dapat mengatasi permasalahan terkait apabila hal 
ini terdapat atau terjadi di lingkungan sekitar. 
4. Bagi Pelaku Usaha 
Diharapkan dapat memberi masukan agar lebih berhati-hati dan 
memperhatikan setiap langkah serta tindakan yang diambil sebelum 
melakukan pengiriman baik bersifat preventif maupun represif. 
E. Kegunaan Penelitian 





Dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum 
Pengangkutan dan Hukum Perjanjian. 
2. Praktis 
Dapat menjadi pertimbangan dalam praktik hukum khususnya pada 
bidang pengangkutan dan perjanjian. Selain itu juga dapat menjadi 
bahan refrensi bagi pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat. 
F. Metode Penelitian 
F.1. Metode Pendekatan 
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 
pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan 
melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan 
yuridis sosiologis digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam 
interaksi sosial di dalam masyarakat serta berfungsi sebagai penunjang 
untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum 
bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.2 
F.2. Penentuan Lokasi 
Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih lokasi 
penelitian di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) wilayah Malang. 
F.3. Responden 
 




Secara teknis penulis kesulitan dalam mendapatkan responden 
atau informan, maka penulis menetapkan mengambil informasi dari  
informan sebagai berikut : 
1. Customer Service pada PT. JNE Cabang Malang; 
2. Kurir yang bekerja dibawah naungan PT. JNE Cabang Malang; 
 
F.4. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini data yang diambil terdiri dari dua macam 
data yaitu : 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh melalui metode survey atau penelitian di 
lapangan. 
2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh melalui kajian pustaka yang bersumber dari 
berbagai literatur baik buku, Undang-Undang, Jurnal maupun 
bentuk lain yang berhubungan dengan masalah diatas. 
F.5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Kuesinoner 
Suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan 
analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan 
karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa 






Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
(interviewer) dan terwawancara (interview). Melalui wawanara 
peneliti menggali data, informasi dan kerangka keterangan dari 
subyek penelitian. 
F.6. Teknik Analisa Data 
Dari hasil penelitian yang telah terkumpul penulis melakukan 
analisis data secara deskriptif kualitatif. Teknik kualitatif ini 
menekankan pada aspek kualitas yang artinya mengelaborasi makna 
sosial dan kultural.3 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam proposal ini penulis membagi dalam 4 BAB, yang masing-
masing bagian dijabarkan sebagai berikut : 
BAB I : Pendahuluan 
Pada Bab ini penulis akan menguraikan akan latar belakang dari 
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Jasa Ekspedisi 
(Studi Kasus PT. JNE Cabang Malang), rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat kegiatan, kegunaan penulisan, metode penelitian dan 
sistematika penulisan.  
BAB II : Tinjauan Pustaka 
 





Pada Bab ini diuraikan tentang teori hukum, pendapat ahli hukum, dan 
kajian yuridis normatif sesuai dengan hukum yang masih berlaku dan 
dipakai dalam penelitian ini. Tujuan utama dari objek penelitian ini yaitu 
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Jasa Ekspedisi 
(Studi Kasus PT. JNE Cabang Malang) 
BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pada Bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh 
penulis terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Melalui 
Jasa Ekspedisi (Studi Kasus PT. JNE Cabang Malang), serta dari 
penelitian ini menganalisis secara content, invormative, dan dianalisa 
berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, dengan didukung teori-teori 
yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini. 
BAB IV : Penutup 
Pada Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari permasalahan hukum 
mengenai “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Jasa 
Ekspedisi (Studi Kasus PT. JNE Cabang Malang)” 
 
